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Kepala Badan KePegawa'
ian D-aerah; Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKD:
PSDM KabuPaten Bangli Ni
Putu Koesalireni saat dilon-
firmasi Rabu (9/1) kemarin
mensatakan, kelima PNS itu
sudih iesmi diberhentikan
akhir Desember 2018lalu' SK
oemberhentiannYa kini sedang
daln- pmes pembagian. Saat
diberhentikaru kelima PNS itu
berstatus sebagai staf. 'Mulai

tansgal 1 Januari lalu keli-
manya sudah tidak lagi menjadi
PNS," terangnya.

Ko6salireni menjelaskan,
pemberhentian kelima PNS
itu melalui serangkaian Proses.
Berdasarkan surat dari Badan
Kepesawaian Negara (BKII|)
Kantor Regional X Per tang-
eal 10 September Perihal Pe-
ivampaian data PNS terlibat
tipikor, awalnYa disebutkan
tiga nama PNS Yang direko-

dipenjarakarenakasuskorupsi, turunnya SKB 3 menteri,"
di luar dari data yang telah jelasnya.
diberikan SKIti. Menindaklan- Kini pascaadanya sanksi
iuti surat itu, pada akhirnya pemberhentianlimaPNSterse-
'Bupati Bangli mengeluarkan but, pejabat asal Desa Sekaan,

surat keputrisan (SK) pember- Kintamani ini berharap -89
hentian'ttot rt tima PNS yang depannya tidak ada lagi PNS
pernah dihukum karenakasus yalgtersangkutkasuskonrpsi'
iorupsi. Pihaknya mengimbau- kepada

Dikatakan oleh Koesalireni semua pegawal untuk selalu
bahwa selain lima PNS terse- berhatihati dan berpedoman
but, Bupati juga mengeluarkan dengan aturan yang ada 44am
SK'peirbeih6ntian terhadap melaksanat'an tugas. "S-aya

satu orang PNS yang telah dan pegawai hnmyq jyg".Ft
pensiun. 5ia aif6rfrentikff potensi seperti itu bila tidak
iantaran saat masih aktif ber- berhati-hati. Untuk itu saya-

ainas, pNS tersebut pernah imbau ke semua terutama staf
dih'ukum karena kastrs-pidana saya untuk berhati'hati dan
[orup.i. "SK pemberhentianya melaksa-nakan tata kelola 

-pe-
terbit berbarlngan, tapi pros- merintaha sesuai aturan dan

esnya tidak saoia. Kt"ettarr..,- terus berkoordinasi dengqn
t"tt p"-U"ttentian terhadap pimpinan.Aturanharusdijadi-
peid*ai itu sudah diajukan Fnkamus.danpedo-man"'kata
b"r"ti t" y1""'1T, :"0"_t"* _ 

Koesalireni qYo)

1i
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Dua Mantan Kelian Ditahan
* Korupsi Santunan Kematian Jembrana

' I\t W '/oreBangli (Bali Post) - h{"
Limaorangpegawainegerisipil(PNS)dilingkungan?emkabBangliyang

pernah dihukum t"""i" t"iil"";il";; korup_!i, te'iah diberhentikan secara tidak
il#;;;i;ffi;;il;;];d ii"mb""he"tian itu dilakukan seb-agai tindlk-lanjut d,a1i

adanya amanat surat keputusan bersama tiga m_ent-eri (Mendagri, Menpan dan

RB, Kepala BKN) t";;;;;;;;;;riil hukuri terhad,ap PNS yang telah dijatuhi
hukuman berdasaran putusan penga<[lan yang berkekuatan hukum-tetap kar-
;;;;;i;6L"" ti"aar.-pia-""a i"ffiatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan'

mendasikan untuk diberhenti-
kan. Namun jumlah PNS Yang
direkomendasikan bertambah
meniadi empat orang menYusul
keluarnva surat dari BKN
oer tanesal 2 Oktober' Dalam
iurat gKN yang kedua itu'
terdapat sebuah klausul Yang
mengharuskan Pejabat Pem'
binakepegawaian dalam hal
ini Bupa-ti untuk menjatuhkan
sanksiyang sama jika ditemu'
kan ada PNS :iang Pernah

Eclisi
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Terdakwa Seret
Kepala BPMDPKBPI)
dan Pemenang Tender

^.oIiIUM angg-ota_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung Gede
Gita Gunawan dan r Made c_atg Adnyana selaku KpA sekalieui ppr frenyimpai-
kan eksepsi dalam,sidang di -Pengaclilan Tipikor Denpasar]Rabu (9/l) k"-aiio.
Sementara Thiarta Ningsih selaku Direktris CV gtruani Raya tidak bisamenjalani
sidang karena sedahg melahirkan di salah satu rumah salit di Denpasar. '

Kuasa hukum Gede Gita
Gunawan, Agus Sujoko, di-
da mpingi Pande Made Sugiarta
dan I Made Sugiarta dalam
eksepsinya menyampaikan
beberapa keberatan atas dak-
waan jaksa. Agus Sujoko di
hadapan majelis hakim Tipikor
pimpina4 I Wayan Sukanila
pada pokoknya menyampai-
kan bahwa dakwaan jaksa itu
terlalu prematur, tidak jelas
dan kabur. Ada beberapa hal
pertimbangan yakni, dani per-
encanaan awal bahwa pen-
erima bantuan biogas yang
ditetapkan oleh I Putu Widiada
selaku Kepala BP,I\{DPKBPD
adalah tidak memenuhi syarat
sebagaimana yang ditetapkan
dala m petunjuk teknis penggu-
naan DAI( Bidang Energi.

'Sehinga ke m; di sini menilai
bahwa dari awal perencanaarL
penetapan kriteria pemberian
bantuan untuk instalasi biogas
telah keliru. Dan itu dilakukan
pihak lain, bukan terdakwa
Gede Gita Gunawan," tandas
fuus Sujoko. Karenanya, dia
menilai bahwa yang mesti ber-
tangBung jawab dalam perkara
ini adalah pihak perencatra, pen-

c"rydrlprmenanglelang. _

Soal pelelangan, di mana
dalam pengadaan biogas ini se
bagai pemenang adalah CIV Sari
Indah Karya dengan Direktur I
Nyoman Suartika. Padahal dia
tidak pernah menandatangani
kontrak dan tidak pernah men-
erima pembayaran kontrak.
Jelas jika melihat konteks ittt
bahwa proses lelang cacat hu-
kum.'Itu secarra tidak langsung
diakui Saudara Jaksa karena
dalam dakwaan disebut bahwa
Suafiika tidak ada menandatan-
'gani cloktrmen penawara4" jelas
Sujoko dnlnm eksepsinya.

Namun faktanya, seeuai do
kumen perjaqjial konhk No.
027 I IO6'IBPMDPKBPD/20 1 4
tertarygal 11 September 2014,
bahwa perjanjian kontrak itu
ditandataltgani oleh l\[ade Catur
Adnyana selaku KPA dan I Nye
man Suartika selaku Direktur
CV Sari Indah IGrya.'Sehinega
sesuai dengan UU, di antaranya
Pasal 1313 KUP Perdata, 1338
KUH Perdata, 1315 KUH Per-
data dan 1340 KUII Perdata,
bahwa perjanjian itu mengikat
kedua belah pihak dan menjadi
satu UU bagi pembuatnya dan
serta para pihak yang mesti
bertanggung jawab," sebut pen-

gacara yang berkantor di ARJK
Law Office itu.

Lebih lanjut disampaikan,
bahwa atas perjanjian itu, ke-
mudian pekerjaan biogas itu
diserahkan oleh CV Sari Indah
Karya kepada KPA dalam hal
itu Made Catur Adnyana. Se-
dangkan penyerahan proyek
bantuan biogas itu kepada
masyarakat diserahkan Putu
Widiada selaku IGpala BPMDP-
KBPD Klungkung, di antaranya
pada I Made Bhakta, I Nyoman
Yasa, IWayanFama dll.

Berdasarkan fakta itu, Su-
joko mengatakan jelas bahwa
kliennya tidak ada kapasitas dan
tidak ada hubungannya dengan
proyek biogas tersebut. Sangat
naif jika I Gede Gita Gunawan
yang notabene adalah anggota
dewan, yang tidak punya ka-
pasitas dalam proyek itu, untuk
dijadil<an terdakwa. Sehingga
dengan demikian, dakwaan
jaksa dinilai tidak memenuhi
unsur yang ditentukan sesuai
Pasal 143 ayat 2 huruf a dan
b KUHAP. "Dengan demikian
kami berharap, majelis hakim
menyatakan bahwa dakwaan
jaksa batal demi hukum atau
tidak dapat diterima," tutup
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Kepala BPMDPI(BPD
Sementara itu tim pembelh

terdakwa I Made Catr.uAdnyd-
na sela-ku KPA sekaligus PPK
juga menyampaikan eksepsi.
Catur melalui kuasa hukum-
nya, Wayan Sumardika dkk.,
menyampa i kan bahwa kliennya
tidak terlibat dalam dugaan
korupsi. Prhak yang dinilai pal-
ing bertanggung jawab adalah
Kepala SKPD kabupaten dan
peme4ang tender.'T.[ah sebagai
Kepala BPMPKBPD Klung-
kung adalah I Putu Widiada.
Mestinya dialah y61g bertang-
gung jawab," tegasnya.

Selain itu, berdasarkan fakta
dan uraian dakwaan jaksa,
bahwa da-lam perkara biogas ini
mestinya pemenang tender juga
ikut terseret. 'Dan jelas pula
dikatakan bahwa uang negara
Rp 792.912.654., pertama ka-

fuus Sujoko.

linya mengalir ke rekening
pemenang lelang tersebut,"
tems Sumardika. I€bih lani$l"oj.tttegas Sumardika.
dikatakan, konsultan pengawqq
dan perencana juga mempuryai
peran yang sangat penturg di
samping Pokia tr ULP.'Semqa
itu ineiti ilut bertangguilg
jawab. Begitu juga peran panith
penerima hasil pekerjaarl" jelas
Sumardika. Dia pun menilai
bahwa dakwaan jaksa tidak
c€ruat, kabur dan seharusnya
batal demi hukum. (kmb37)
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Terkait Kasus Dugaan Su{p dan Kofupsi DAK

Sejumlah Pej fuat
Disdikbud Cif{iur JaPi Sa|<si
Cianjur (Bali Post) - gila" ya"g te'ladbat samnli gu"'p'ot"d"r DAI{ pendidi'

Seiumlah pejabat aitir,*- A;;^dtj;'q;"it,f"-t"-U"ti fan'-Sava dimintai keteran'

kungan Disdikbud cianjur. pemanggilan';]r{&;;drp;- gur rec-ara terpisah selama

Jawa Barat -"rtuoitlil.i i""l"i'"t"ai. U{t ah *9ttg- lima jam"'katanva'

dalam kasus duga.;' t;;; kir seperti yans {iberitakan. ^^ llformasi 
dihim$un' ren'

dan korupsi DAK p.:"d;;i 
.^^^S;"t;i; 

-i|.u ' . S.ek-' canva pada pekan depan

kan sMp dengan t"ri.igt" retlris niJ"[.u"a R""p sejqmlah saksi lainfiva akan

Bupati Cianjur rluu."ff,'iii^1 
^S;:,pfi;;;;if4"" r.t"' aiblneeil KPK ter|'ait den-

no Muchtar dan tiga orang b1B Keuani"iilbrlaitU"* **i kiJus DAK pendidikan

lainnva. .,semua :,,i.r"i Mrig,ia-na .riauir-aip"tlt.u ter{ebut. Bahkan, menurut

di Disdikbud sudali sava KPK denga;:I";;-;;kti $# seiumlah nama baru

sampaikan .rnt,,rf -"iigik,lti dan seoran i ir\"".Zttiii"t afafir'dipanggil sebagai saksi

pros-edur, jadi tidat iririi'- iirienr.a"i u'{i.t"" direk- dalfn kasus vang menveret

kin akan ada yang mangkii. tur hotel ai'ii[.""..-e."n l:d*t. kepala dinas' kabid'

Kemarin itu hanya masalah Faepurrohm't|' -""gu'- da{ kakaf ipar bupati itu'

teknis. oleh karena ;f;;: k;;-bth+" T;{mp* t+ti $eoerti 
diberitaf an' KPK

dah dijadwalkan kermbali," tersebut l."t{"'*-""g.lit mefalukanoperasitangkap

kata Sekretaris Disdikbud dari panpgrfuttJ-t"f"i""tt" tar{ean (OTT) terhadap Bu-

CianiurAsepSaepurrohman surat -panggifln iaru tiba pa{i Cian5ur Irvan Rivano

di cianjur, rvrirrr*ii'i;';i ;;d;ri;i"l;rl,sementara Mdchtar terkait dengan

kemarin. pemanggrtan" {i:ua-*uttun {u'gaan 
pemerasan dan sutip

Mereka vang dipanggil ;;;ilffi;i ;;;t'l;;": r"'' DAK pendidikan SMP' Irvan

sebagai saksi staf 
'sarina kait dengai'fl";;ik.."t" aitptiotan sebagai tersang-

dan prasaranan riiilli* ei;;;,;:.,#cl[;;l;i il;- lalbersama tisa orans lain-

SMP Disdibud Cianjlur Lutf] sama KasubTrI Ket'angan ny[' Cecen Sobandi (Kepala

Hilari, Kasi sara:l;?;; ;;l';". U-;;{T.ilb-;;'Ap^ Dif'as Peirdidikan dan Ke-

prasarana sD Henctra M9- waktu la[u, dial ditanya sep- bupavaan), Rosidin (Kepala

nadi serta dua pNS Disdik- utar probed;H;;h^p'jn Bifane sMP), dan Tubagus

bud cianj ur *u.i.,e'"*;Ji ie rex L"r" i a' [f l"^1" :1; ?it* *:ff].tll I lJtX l;
il;ii;;;;"" Darii Nurja- proposal' pehencanaan' r\r

man Al Habsi. Nanrun, ke- hingga p""v;ip;|: .. 
-'. 

R-p 1'556100'000 dalam

empat orang terseb;;^;id"k 't-"qV" m!.r;f*ub tim pe- mata uang rupiah pecahan

dapat hadir pua" prileli'ili ,,yiJir """i;ifift;; tp" 1.Q0 ribu. 50 ribu' dan 20

n"lT.1"r1"1.J;1";;;: v""J'^vu t^i'f t"'ti'uit a""- rifu' (ant)

I Eoisi : _ Sa0!L-_7__de$ur!__&n
IlHal : rs
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Dapat D

Taman B
DENPASAR, Nusa

Tahun ini, UPT
man Budaya Provi

a

da{'a

Rp 1,6

rbaiki

iliar, .

MGB

Bali berhasil
kan bantuan Dana.
kasi Khusus (DAK)
Direktorat Jenderal
budayaan Kemen
bud Republik Indor
sebesar Rp7,677 t

Dari dana bantuan
tersebut, pertama
dilakukanTaman Br

adalah memperbaiki
dung Pameran U
Mahudara Mandara
Bhuvana (MMGB) y
juga menyimpan
ratusan karya seni
maestro senlman

Kepala UPT Ta
Budaya Bali, I

Agung Ngurah Dip
mengatakan, sebel
nya pihaknya men
jukan bantuan sen
Rp2,5 miliar, na
karena Taman Bu
seluruh lndonesia
mengajukan dana
bervariasi jumla
akhirnya oleh Dirjen
budayaan diberikan
kasi dana yang sam
masing-masing
Budaya di Indones

Menurutnya,
tersebut dialokasi
penguatan publik

. NUSAEALI/EDI

Diputra
alami keru-

berlantai dua yang diresmikan
Menteri Pendidikdn dan Kebu-

K
lnu tuk

65
inipersen. Penguatan

seperti untuk pagel
bl
n,

I

eran, dan workshop, Pgr udr^drr Jdtrrd JqMrr. r duarrdr
di tempat ini menyimpan koleksisisanya sebesar 35

kasikan untuk re
revitalisasi sarana
(sarpras). "Pertama
lakukan yakni me
gedung MMGB, kar
atap seperti plafon,
ikan serta yang
harus diperbaiki.
tuk perbaikan gedu
lebih Rp150 juta,"
Diputra ditemui saat
pengecekan be

Seni UPT Taman

dayaan RI, Mash$ri, pada 14
Februari 1973, beluin pernah ada
perbaikan sama s{kali. Padahal

lo-
an
tna

riki
;ian
lam
ang
un-
ang
ung
kan
lan,

perb
ra ba
rk, kc
l men
garan
,ni ku
as Ag
relakr
reka

sekitar 930 karya seni dari mae-

hujan beberapa titik mengalami
kebocorani' kata Alung Diputra

Rabu [9/1) kemarin.
Dikatakan, gedu g MMGB <itse Oka.6 isu

Birli
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BldunE Nunlggalc petnb ayaran,
Pengeriaan 24 Proyek Molor

juga itu [penundaan penr-
bayaran kepada rekanan,
Redl. Pemberian komtr'ren-
sasi namanya," ucap Surya
Suamba. Walau proyek
diperpanjang, tetapi secara
kedeluruhan Surva Suamba
menegaskan pl'byek yang
didanai dari AjPBD tahun
2018 harus sudah selesai
pada Februari-$aret 20 1 9.

Khusus mengenai pe-
nundaan pembayaran kepa-
da rekanan, nilainya sekitar
Rp 300 miliar. "Kami sudah

MANGUPtJRA, Nusa[Jali
Sejrrrul.rh 1.rr.oyek fisik di

Kabupaten Badung tidak her-
jalan rnulus. Sebab, terdapat
pruvelt yang s,rrrrpui sekar.anq
masih dikerlal<an. Meski be-
gitu, tak sernua rnendapat
tlerrda atas keterlambaiarr
penyelesaian proyek tersebut.
Berdasarkan data yang ber-
hasil dihimpun, toral alda 24
p royek yang penyelesa iannya
molor dan target.

"Betul, ada beberapa
proyek yang mundur diri
target. Tapi ada.juga yang
olperpanlang waktunya, se-
hingga masih proses pe-
nyelesaian," ungkap Kepala
Dinas Pekeriaan Umum dan
Penataan Ruang {PUPRJ
Badung IB Surya Suamba,
Selasa [8/1J.

Walau begitu, Surya Suam-
ba tak merinci detail proyek
apa saja yang molor. baik
yang didenda maupun yang
diperpanjang. Natnun, be-
berapa proyek yang molor
dan diberikan perpanjangan
di antaranya proyek pemban-
grrnan ring river di kawasan

sanrpaikan penundaan pem-
bayamn ini kepada rekanan,',
Katauya.

Di.singgung kapan sisa
pembayaran kepada re-
kanan akan dilunasi; Surva
Suarnba tak berani mem-
berikan kepastian. Sebab,
s.epenuhnya keputusan ada
di pimpinan. "Masalah itu
fpernbayaran kepada re-
kananJ, coba lanqsung ke pak
Sekda." tandasnia.
_ Sekretaris Daerah (sekdal
Badung tWayan Adi Arnawa,
saat dikonfirmasi menegas-
kan segera melunasi pemba-
yaran kepada rekanan, "Kami
berterimakasih, karena re.
kanan mau rnengerti kondisi
kami, dan tentunya kami
akan segera membayar sisa
yang belum terbayarkan,"
ufarnya, kemarit.r.

Bahkan" pihaknya memas-
tikan akan melunasi semua
sisa tunggakan prcyek selama
satu tahun anggaran. "lni akan
menjadi prloritas kamij' tegas
Adi Arnawa yang Inantan
Kepala Dinas Penclapatan
(Dispenda) Badung ihr. 6 asa

PRoYEK pembansunarr ring river di kawasan ;ffi'#f:'ffffiT
Kelurahan Sempidi, Ke,)amatan Mengwi,

Puspem Badung serta proyek
pembangunan Pasar Bi ahki ulr,
Kecamatan Abiansem,rl.

Mengenai kendal;r mun-
durnya proyek-proye:< terse.
but, pihaknya mengaku ada
beberapa hal seper.ti ada
perubahan dan peramba-
han pekerjaan. "lntir,ya ada
kendala di lapangan seperti
peruoanan maupun Jrenam-
bahan desain," tuturnya.

Selain itu juga ada pe-
nundaan pembayaran ke-
pada rekanan. "salah satunya

Ed isi Janu(r t

ari l.l,ovirtrsl Bali,r*r*u,],,
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KADIS Perirrdag eleng Ketut
Suparto saa:
lokasi relokasi agang Pasar
Banyuasri, Si

H-rli

karena tempatnya strategis dekat
dengan Pasar Banyuasri, kemu-
dian tidak mengeluarkan biaya
sewa. Disamping itu, aktivitas
angkutan umum di Terminal
Banyuasri juga sedikit, hanya
Bus Malam yang sering ngetem
menunggu penumpang. "Kalau
angkot selama ini kan jarang
mereka antre di dalam terminaL
yang ada hanya bus malam yang
mau berangkat ke Jawa. Kami
sudah koordinasi dengan Dinas
Perhubungan, untuk b-us malam
nanti dipindah ke Terminal Cargo
di Jalan A Yani," katanya.

Pasar Banyuasri akan diban-
gun ulang dengan tiga lantai
berkonsep semi modern. Per-
tokoan yang ada disisi Selatan
dekat dengan Jalan A Yani, akan
digeser agak ke belakang. Lokas-
inya ini akan dibuat Plaza, seh-
ingga ada areal yang bisa dipakai
tempat nongkrong. Plaza tersebut
akan didukung dengan kuliner
khas Buleleng.

Selain berkonsep semi mod-
ern, Pasar Banyuasri nanti akan
dijadikan pasar rujukan buah
local berkualitas. Sebagai pasar
rujukan, satu lantai dikhususkan
menjual hasil pertanian local
berkualitas. Dalarn pembangu,
nan nanti, Pemkab Buleleng, di
tahun 2019 telah mengalokasi-
kan dana sebesar Rp 100 miliar;
dari kebutuhan dana sebesar Ro
'188 miliar. Proyek ini dikerja-
kan secara berkesinambungan
selama dua tahun hingga tahun
2020. Nantinya, pasar tersebut
akan bisa menampug 1.700
pedagang, termasuk pedagang
di pasar tumpaf yang selama
ini memanfaatkan Terminal
B.anyuasri.Gl k19
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Persia n Pembangu n Pasar Banyuasri

BiayaRel kasi gRp l,4Miliar
SINGARAIA, NusaBali

. Pemkab Buleleng telah
iapkan dana Rp 1,4 miliar
merelokasi pedagang di 1

Banyuasri, menyuiul rinc:
vitalisasi pasar ketiga di Bu
tersebut. Relokasi dilakuka
tarApril 2019,sebelum
pasar diratakan. Lokasi
dipastikan memanfaatkan

leny-
guna
'asar
ra fe-

Terminal Banyuasri yang
rak beberapa meter dari
Banyuasri.

sar

Kepala Dinas Perind
dan Perdagangan (Peri
Buleleng I Ketut Supa
ruang kerjanya, Selasa
menjelaskan, jumlah da
lokasi Rp 1,4 mi.liar, s
besar untuk pembanguna
pat penampungan sem
para pedagang tercatat
1.000 pedagang. Bangu
harus dibuat semi per
sehingga bisa ditempati
dua tahun. Pembangun:
pat penampungan sem
itu diperkirakan menela
sebesar Rp L,3 miliar.
sisanya sebesar Rp 100 j
tuk pembuatan detail en
ing design (DED)
mentara, pengawasan, te
sosialisasi. "Kenapa t
penampungan sementar
dibuat semi permanen,
pengerjaan Pasar Ba
dengan lantai tiga itu
sakan secara multi year
dua tahu.n. Sehingga
menempati tempat pen
gan sementara itu bisa
dua tahunan," jelasnya.a tahunan," jelasnya.

Dijelaskan, karena ni
bangunan tempat
cukup besar Rp 1,3 mil
pembangunannya harus

proses tender di
Pengadaan [BLP)

Layanan
ngdanjasa.

Proses tencler d rkirakan awal
Pebruari 2C19, ian penger-
jaan temp;rt pe mpungan itu
diperkirakan
bulan Marel201
perkirakan relok
laksanakar akhir aret atau awal
April. Setelah i, baru nanti
pengerjaan fisik
Pasar Bany'uasri,'

dari bangunan
imbuh Suparto.

trlan
d"g)

8/1)

tem-
Ltara

anen,
Lingga
r t€[t-
ntara
dana

mpat
harus

rh dimulai pada
"Makanyakami
si baru bisa di-

elama
agang

Untuk lokasi okasi, Kadis
Perindag liupa mengungkap-
kan, tadin'ya tiga alternative

pem- Terminal Ilanyu ri, Lahan Pem-
'a itu kab di Jalan Tr atai, dan sewa

; maka lahan. Nanrun tiga alternative
itu, Term,nal B nyuasri dipilih
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Tahun 2019, Alokasl Dana Uesa Bertamban

2019, 1'arg sudah rampung
disusun. Perombakan itu me-
nyusul :rdanya tambahan dana
yang brrrsumber dari pemba-
gian Alokasi Oana Desi (RODI
sekitar Rp 5 miliar. Akibai
peromL,akan itu, pengesahan
APBDes tahun 20i9 pin men_
ladl molor.

Data dihimpun, Selasa
(B/ 1), dalam penyusunan
APB D.el;, masing-maiing desa
menghandalkan empat sumber
keuangan dari pemerintah.
Empat"r;umb"i lt'u *f.u p, n"
Desa (r\PBN), payik Daerah,

desa kini harus menvesuar-
kan dulu dalam' AFgnes.
Karena ADD itu berkaitan
dengan penghasilan tetap
(Siltap) perangkat desa," kata

pertengahan Desember 2018,
rancangan itu masih tidak ada
perubahan. Seluruh desa oun
sudah merampungkan penyu-
sunan APBDes tahun 2019.

Ternyata di tengah pros-
es verifikasi APBDes urrtuk
pengesahan ke Pemkab Bule-
leng, ternyata besaran ADD
yang didapat bertamtrah.
Total ADD yang dialokasi
untuk 129 d.esa, kini ber-
tambah menjadi Rp 99,939
milian naik hampir Rp 5 mil-
iar. "Ya, karena penambahan

-itu (ADD), masing-masing

sudah diverifikasi akhir De-
sember 2018. Sehingga Janu-
ari 2019, tinggal pengampra-
nan dana untuk mempercepat
program kegiatan di seluruh
desa. "Kami rasa penyesuaian
itu tidak lama, karena pro-
gram kegiatannya sudah dis-
epekati sebelumnya. Tinggal
menyesuaiakn Siltap saja. Ma-
kanya kami targetkan tanggal
L5 f anuari nanti, semua desa
sudah merampungkan APB-
Des," kata Subur didampingi
Kabid Pemerintahan Desa
fPemdes) I Gusti Mastika.

ltribul
rtelah
enyus
rnyata
)D.
Semu
Bulek
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ikan sr
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Masyarakat Desa [pMDj Ka-
bupaten Buleleng, I Made
Subur, Selasa (8/ 1f- siang.

Subur mengakui, dkibat pe-
lubahan karena aha penam-
bahan ADD, masing-masing
oesa belum bisa mengajukan
verifikasi APBDes. padahal
PMD menargetkan, ApBDes
seluruh desa di tAhun 2f ,

(siltap) perangkattrrrrdPJ Prt drrBKaIuesa, Kata
iKepala Dinas Pemberdavaan

Sebelumnya, Dinas PMD
leleng menginsatkan asaiBuleleng mengingatkan agai

129 desa dapat menuntaskan
APBDes 2019, pada Desem-
ber 2018. Langkah inr guna
mempercepat proses pem-
bangunan di tingkat desa
melalui dana.dana pusat,
provinsi dan ksi dan kEbupaten. PMD

ku sudah melakukanmengaku sudah melakukan
pendampingan selama inipendampingan selama ini
kepada seluruh desa dalam
penyusunan APBDes 2019.
Sehingga tidak ada alasan
bagi desa terlambat menyer-
ahkan APBDes 2019. + ktg

Edisi : Ro,bq, 9 Jan.n,i rop

Hal I cl

Seluruh Desa Rombak APBDes

Total ADD yang
dialokasi untuk

129 desa, kini
bertambah

menjadi Rp 99,93g
miliar, naik hampir

Rp 5 miliar.
SINGAMIA, NusaBali

Seluruh desa, !29 desa di
Buleleng terpaksa merom-
bak komposisi ApBDes tahun
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Pemasangan Dikebu Target RampungApril
Proyek Kabel Tegan

Saat progres
pengerjaan sudah

memasuki 27 persen

MANGUPURA, NusaBali
Proyek pemasangan Saluran

Kabel Tegangan finggi [SKTT)
milik PLN Unit Induk Pem-
bangunan fawa Bagian Timur
dan Bali (UIP JBTB) I banYak
dikeluhkan oleh masyarakat
khususnya di wilayah Kuta
Selatan, Badung. PasalnYa,
proyek tersebut memakan
badan jalan yang menyebab-
kan penyempitan ruas jalur.
Walhasil, proyek tersebut
kerap memicu kemacetan dan
meninggalkan kubangan air.

Nah, atas berbagai keluhan
itu, pihak PLN mengaku akan
mempercepat Proses Pengga-
Iian dan rencananya rampung
pada April 2019 mendatang.

Dikonfirmasi terkait ProYek

Kuta Selatan

patbanyakk{luhan tem b
'akat itu, petugas {agian
f BTB I, Adtya me$gakui

, hingga Nusa Dua itu
r melakukan pengalian

beberapa lokasi.
rtuk mengantisipalsi hal
rihak pelaksana pfoyek
h melakukan pe4gatu-

tutup tentu sedikit
memperlancar arus
Kami menyampai-

honan maafkepada
lakulin

pekerjaansedikif men- kan
ga
tu

kemacetan. Namun
n dari proyek terpebut

kehandalan sistefn ke-
Bali khususnya jluga di

selatan. Menurut {rditYa,
I bawah tanah dipPsang

Pecatu, Ungasan,

masya
untuk

kat, proyek ini tentu
t keandalan

listrik di Bali dan Kuta Selatan
pada khususnya," ungkapnya,
fumat [4/1) siang.

Dirirtcikannya, untuk Pem-
buatan lalur kabel ini, kata Adi-
tya, pengerjaanya memang dike-
but. Saat ini progres PengerJaan
sudah memasuki 27 Persen.
Diharapkan seluruhnYa bisa

Ku

air

ltu
s
ra rntuk penempataI alat

,un pemasangan rlambu
menerapkan traffi{ man-
ent. "Meski jalur perse-

selesai pada bulan Maret atau
April 2019. Sementara, untuk
mengaritisipasi genangan saat
musim hujan, pihak pelaksana
sudah melaku\an antisiPasi
dengan pemasan[an rambu dan
juga air genangan akan disedot
dan dis4lurkan ke saluran Pem-
buangaf.

Pen$eriaan untuk keselu-
ruhan ditarget rampung Pada
pertengahan tahun 2019. Se-

mentara untuk pembangunan
gardu yang di Pecatu sedang
dikerjakan dan diharapkan
selesai berbarengan. Dengan
adanya penambahan gardu di
Pecatu, tentu akan ada tam-
bahan daya sebesar 120 MW
Begitu juga untuk di gardu Nusa
Dua dan di bandara masing-
masing ada tambahan 120 Mtvll
"Kalau untuk saat ini pekerjaan-
nya memang dikebut. Tentunya,
diharapkan akan segera selesai
dalam waktu dekat, kalau bukan
April nanti pertengahan tahun
inii'imbuhnya.

Untuk diketahui, bahwa ka-
wasan Badung Selatan seperti
Pecatu hingga Nusa Dua, saat
ini terus terjadi peningkatan
terhadap kebutuhan listrik.
Sementara, untuk gardu in-
duk saat ini hanya dilayani
dari Nusa Dua saja, sehingga
dengan kebutuhan yang terus
meningkat serta dengan jarak
suplai yang jauh, tentu terjadi

kenacetan, namun
n diberlakuklnnT" ttt

. NUSABALI/TIAN

kabel tegangan tinggi milik PLN
Kuta Selatan, Badung, Jumat (4/1).

juga akan'dibangun gardu
indoor di dekat kawasan Bali
Pecatu Graha [BPG) dengan
menerapkan sistem Gas Insu-
lated Switchgear (GIS) atau
gardu induk yang mengguna-
kan isolasi Gas.

Diharapkan, dengan tam-
bahan yang ada di Pecatu dan
Bandara, untuk suplainya bisa
saling mendukung antara gar-
du di Bandara, Nusa dua dan
Pecatu. Hal ini untuk menjaga
kehandalan sistem kelistrikan
di Badung Selatan. Dengan
perumpamaan, apabila ada
pemeliharaan di Nusa Dua,
untuk pasokan listrik akan
didukung sulpay dari Pecatu
maupun bandara. Begitu juga
sebaliknya, bila ada pemeli-
haraan di bandara, bisa disu-
plai dari Pecatu dan Nusa Dua,
begitu seterusnya. "Tentunya
proyek ini untuk kehandalan
sistem kelistrikan di Badung

Proyek pengeboran u ntuk
di ruas Jalan

kelebihan persentase
banan (overblas).

Untuk meningkat
handalan sistem l<el
di Bali Selatan, PLN UI
I mulai melakukan
gan Saluran Kabel
Tinggi ISKTT] 150
yang dipasang dari
Pecatu hingga Nusa

kv.
ka

be- Km. Sedangkan dari bandara
ke Pecatu {otal panjangnya

ke- adalah 10 km. "Untuk total
kan pekerjaan SKTT 150kV dari
BTB Bandara-Pecatu hingga Nusa
san- Dua yaitu sppanjang 22 Kr1.
gan Nantinya alfan dimanfaatkaln
abel untuk mensuplay kelistrikdn
rsan di daerah Petatu-Nusa Dua dan
me- Bandara," katanya.me- Bandara," katanya. sistem kelistrikan di Bad
12 Selain itu, sebagai penguat, Selatan," tutupnya. 6 dar

an jalan untuk me4anam
dengan tegangan finggi.
nya, kerap terjadi kbmac-
an juga adanya kubhngan

miliki panjang sekit

Tinggi di

Edisi :g.blt.l Jgnuori rors
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Pasca lJiberi PR Kenaikan PAD Rp 1 Miliar Lebih

Objek wisata dan
pertokoan-pertokoan

baru dibidik
untuk menambah
pendapatan dari

sektor parkir.
Sementara parkir

pinggir jalan dinilai
sudah optimal.

SINGARAJA, NusaBali
Dinas Perhubungan Kabupaten

Buleleng di awal tahun 2019, ber-

Ed isi :

Hal

Snin, ? Januairlolg

__a

Dishub Tambah Kantong Parkir

Gd! cunrwan Ap

jalan umum dan parkir khusus. Se-
hingga di akhir 2019 nanti Dishub
Bulelen_g harus mampu mencapai
angka Rp 3,9 miliaf dari sekior
parkir saja,

. 
"Karena ada peningkatan target

tahun inf lebih dari salu miliar diri
tahun 2018, kami etul-betul mem-
buat per0ncanaan yang matang soal
perencanaan pelaksanaan parkir,
yakni membuat kantong-k;ntong
baru. Selauh ini. memaig banya[
ada toko dan juga obje-k wisata
yang memiliki potensi, coba akan
kami optimalkan di sana," ungkap
Gunawan.

Dalamiwaktu dekat ini pihakn-
ya pun mengaku segera akan
menjajaki desa pakraman yang

memiliki objek wisata untuk
bekerjasama dalam pelaksanaan
pa+il Pemetaan tempatnya pun
su.dah tergambar jelas, -hahya

saja sejauh ini Gunawan mengai<u
belum.mendapat kajian beiapa
potensi parkir per hari di witavih
yang dipetakannya.

.Objek wisata dan sejumlah per-
tokoan bam di Buleleng menladi
target pembukaan kantong parkir
baru. Karena sejauh ini pengem-
Plne".L p.arkir di Buleleng, hinya
bisa dilakukan di parkir khusds.
Sedangkan di pafkir tepi jalan
umum menurut Gunawan sudah
maksimal. Kerjasama pelaksanaan
parkir khusus dengan desa pakra-
man itu pun dijelaskan olehnya

akan-menggunakan pola bagi hasil
50-50 persen

Kerjasama itu pun disebut
Gunawan, nlerupakah upaya men-
gantisipasi Sdanya pungutan liar.
"Karena sesuai Perda menjelaskan,
segara urusarl tentang parkir diatur
sepenuhnya oleh pemerintah ka-
Ognale1 Buleleng, yang ditugaskan
adalah Dinas Perhubungan. Di luar
itu pungli," katanya.

Pihaknya pun mengaku sudah
memberikan pemahaman kepada
desa pakraman soal hal itu. Bahkan
sep.erti Desa -Pakraman Tamblang,
Kubutambahan dan Banyupo-h
s.udah bekerf asama sepenuhnya
clengan pemepintah daerah terkait
pelaksanaan $arkir, 6 k23
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encana akan menambah sejumlah
kantong parkir. Penambahan terse-
but menyusul adanya peningakatan
llrget Pendapatan Asli Daerah
[PAD) yang dibebankan kebada
Dishub Buleleng. Dishub pun lhulai
memetakan dan melihat potensi
kantong parkir.yang akan dijajagi
untuk clltinclak laniuti.

- Kepala Dishub'Buleleng, Gede
Gunawan AP, Minggu (6/1f kema-
rin menjelaskan jika peningkatan
target PAD dari parkir tahun 2019
ini lebih satu miliar dari tahun 201g
lalu. fika di tahun 2018 pAD yang
disumbangkan Dinas perhubuilgai
total mencapai Rp 4.051.103.0b0.
Sebanyak Rp 2,9 miliar di antaranya
disumbang dari sektor parkir tepi
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V lstri Melahirkan,
Anggota Dewan Tetap Eksepsi

* Seret Kepala Dinas hingga Rekanln proyek
Biogas Nusa Penida

bantuan biogas yang ditetapkan oleh
I Putu Widiada selaku Kepala BpMD-
PKBPD adalah tidak meminuhisyarat
sebagaimana yang ditetapkan dalam
petunjuk teknis penggunaan DAK

Gede Gith Gunawan," tegasnya.
Kejan[galan lainnya tenlhat dalam

proses l$lang proyek biogas. Sebagai
pemenaing lelang adalAh CV Sari
Indah K{rya dengan Direktur I Nyo-

ANGGOTA DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 yang menjadi
terdakwa *orupsi kasus biogas di Nusa Penida menjalani sidang di
Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1).

man Suaftika. Namun dari pengakuan
Suartikaf dirinya tidak pernah pernah
menandptangani kontrak dan tidak
pernah fnenerima pembayaran kon-
trak. felps jika melihat konteks itu,
bahwa {roses lelang cacat hukum.

Kem$dian pekerjaan biogas itu
diserahlian oleh CV Sari Indah KaryaDENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan,
42 dan PPK (Pejabat Pembuat KomitmenJ, I Made
Catur Adnyana, 56, membacakan eksepsi (ke-
beratan atas dakwaan) dalam kasus dugaan korupsi
proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung
di Pengadilan Tipikor Denpasar; Rabu (9/1J. Se-
mentara istri Gita Gunawin, yaitu Thiarta Ningsrh,
35 yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini
tidak sidang karena melahirkan pada, Selasa [B/ I ).

Kuasa hukum terdakwa Gita Gunawan, Agus
Sujoko mengatakan dalam sidang kali ini hanya
Gita Gunawan yang membacakan eksepsinya.
Sementara istrinya tidak bisa hadir dalam sidang
karena baru saja melahirka,n, Selasa (B/1) di RS

Bros, Denpasar. Ditanya apakah terdakwa Gita
Gunawan sudah sempat melihat anaknya, Agus
mengatakan kliennya mendapat ijin
menemani saat persalinan.

"Jadi kemarin sudah lihat," ujar
pengacara bertubuh tambun ini.
Ditambahkannya, untuk eksepsi ter-
dakwa Thiarta akan ditunda samnai

Nah, berdasarkan fakta itu, jelas bahwa klien kami
tidak ada kapasitas dan tidak ada hubungannya
dengan proyek biogas tersebut. Sangat naif iika I
Gede Gita Gunawan yfing notabene adalah anggota
dewan, yang tidak p$nya kapasitas dalam proyek
itu, untuk dijadikan terdakwa.

Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum ter-
dakwa Made Catur ^{dnyana yang diwakili Wayan
Sumardika. "Kami llerharap, majelis hakim me-
nyatakan bahwa daklaraan jaksa batal demihukum
atau tidak dapat ditdrima," uiar Sumardika. 6r rez

terdakwa siap hadir dalam sidang.
Sementara itu, dalam eksepsi Gita
Gunawan yang dibacakan Agus me-
nyatakan keberatan atas dakwaan
yang dibacakan faksa Penuntut
Umum (JPUJ sebelumnya.

"Dakwaan jaksa itu terlalu prema-
tur, tid'ak jelas dan kabun" ujar Agus
di hadapan majelis hakim pimpinan
Wayan Sukahila. Ada beberapa hal
yang menjadi pertimbangan kuasa
hukum terdakwa. Yakni, bahwa dari

Bidang Energi.
"Sehiqgga kami disini menilai bah-

wa dari alrval perencanaall, penetapan
kriteria pemberian bantuan unluk
instalasi biogas telah keliru. Dan itu
dilakukan pihak lain, bukan terdakwa

ffi /',mffi7

.M

&*fu-
-rffi..a

:

F
,F

WffiW

#
w

ffi
tffi W'

. T USABALI/REZA

tdisi ;

Hal

_5a.IF r \9 _g!tq'i eo 19



Sub Bagian Hurrnas dan Tata Usaha BPI( Rl Pervvaltilarr [)',r"lr11r"rsii Bali

Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Buleleng Ke-
tut Suparta Wijaya dikonfi rmasi,
Minggu (6/11 tidak menampik
ada pembatalan penitipan sisa
dana ganti rugi pembebasan
lahan shortcut titik 5-6, sebesar
Rp 477,97 juta di PN Singaraia.

Suparta menyebut, pem-
batalan itu karena prosesnya
harus diawali dengan persidan-
gan dulu. "Memang karena ini
menunggu persidangan dulu,
sehingga dananya belum bisa
dititip, Dananya masih, iadi
Silpa," katanya.

Menurut Suparta Wilaya,
sambil menunggu proses per-
sidangan, dana ganti rugi terse-
but kembali diluncurkan di
APBD lnduk 2019. Sehingga,
ketika persidangan selesai, ada
keputusan harus dibayarkan
atau dititip, maka dana tersebut
tinggal dicairkan

"Kami sudah alokasikan kem-
bali di APBD Induk 2019, jadi

jumlah dana ganti rugi itu tetap
sebesar Rp 477,97 juta. fadi
tinggal menunggu keputusan
persidangan saja," terangnya.

Sebelumnya, dalam pem-
bebasan lahan shortcut titik
5-6 di jalur utama Denpasar-
Singaraja via Bedugul, Badan
Pertanahan Nasional (BPN)
Buleleng mencatat luas lahan
yang dibebaskan mencapai 1 0,8
hektare. Lahan tersebut terbagi
dalam 30 bidang tanah, dengan
jumlah kepemilikan 22 orang.
Keseluruhan lahan shortcut
yang dibebaskan berada di
kawasan Desa Pegayaman, Ke-
camatan Sukasada.

Proses pelunasan ganti rugi
lahan shortcut yang dibebas-
kan sudah dimulai sejak 6
Desember 2018 lalu. Masing-
masing pemilik lahan pun telah
menunjukkan bukti kepemi-
likan, hingga nilai ganti rugi
disepakati. Bahkan, salah, satu
keluarga pemilik' lahan yang

tadinya ngotot ingin lahannya
ditukar guling, telah memilih
dana ganti rugi.

Dalam pelunasan ganti rugi
lahan shortcut tersebut juga
disertai dengan pelepasan hak
kepemilikan, sehingga tan-
ahnya kini menjadi aset pemer-
intah. Namun, ada salah satu
bidang lahan milik keluarga
Ferryjanto Satrio, dengan luas
1.515 meter persegi dengan
nilai ganti rugi sebesar Rp
477.965.023 atau Rp 477,97
juta, belum bisa dibayarkan.

Shortcut titik 5-6 dirancang
sepanjang 1,9 kilometerl den-
gan lebar badan jalan 9 meter
untuk dua jalur. Nantinya, ada
jembatan sepanjang 21.0 meter
dalam shortcut dengan jumlah
5 tikungan dan kemiringan
maksimal 6 derajat ini. Titik 5
shortcut berada di Kilometer
57 wilayah Desa Wanagiri, Ke-
camatan Sukasada, Buleleng,
tepatnya depan Pura Yeh Keti-

. pat ke arah timur menuju Desa
Pegayaman. Sedangkan titik 6
shortcut berada di kilometer 59
perbatasan Desa Wanagiri-De-
sa Gitgit, Kecamatatr Sukasada.

Waktu tempuh diatas short-
cut titik 5-6 sepanjang L,9
kilometer ini hanya 3 menit,
dengan kecepatan 40-60 kil-
ometer per jam. Pernbangunan
shortcut titik 5-6 ini sepe-
nuhnya dibiayai dari APBN,
dengan nilai kontrak sebesar
Rp 140.684.958.700 atau Rp
140,69 miliaq, yang dikerjakan
PT ADHl-Ciota KSO. Shortcut
titik 5-6 ditaigetkan sudah ram-
pung per 31 Desember 2079
mendatang. F k19

Uang Rp 477,97 Juta Batal Dititipkan di PN \ /
Dana Ganti Rugi Shortcutladi Silpa

SINcARA'A, NusaBali
Panitil Pembebasan lahan

shortcuttitik 5-6 di jalur uta-
ma Singrraja-Bedugul, urung
menititkan sisa dana ganti
rugi di itngadilan Negeri (PN)
Singaratr. Dana ganti rugi itu
pun kirri menjadi sisa lebih
perhitungan anggaran [SilPaJ
pada APBD Kabupaten Buleleng
tahun 2018.

Sepiula panitia berniat me-
nitip dana ganti rugi sebesar
Rp 4'/7,97 juta di PN Singaraja
sebagai konsinyasi. PenitiPan
lantaran dana itu belum bisa
dibayarkan kepada pemilik la-
han seluas 1.515 meterpersegi,
atas nama Ferryjanto Satrio.

Ini teriadi karena, bukti
kepemilikan masih dijadikan
angunan di bank. Di samping
itu, dana tersebut harus dicair-
kan di tahun 2018.

Namun belakangan, dana
tersebut batal dititip di PN
sebagai konsiyasi. Konon ka-
barnya, pembatalan itu akibat
beda persepsi soal proses pen-
itipan dana tersebut.

Pihak panitia mengira, dana
dititip dulu, kemudian ada
proses persidangan. Sedangkan
pihak PN menyebut, persi-
dangan dulu baru ada proses
penitipan dana. Akhirnya pihak
panitia terpaksa mengikuti
mekanisrne yang disampaikan
pihak PN

Kendati demikian, proses
persidangan baru dapal dilak-
sanakan di tahun 2019 sehing-
ga sisa dana ganti rugi itu kini
menjadi Silpa karena belum
dapat dicairkan di tahun 2018.

Kepala Dinas Pekerjaan

. NUSABALI/SUDINTA

Ruas badan jalan shortcut titik 5 dan 6 yang sudah mulai terbentuk.

Edisi : Crnin ,, Zicnge\ Jgp-
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Pemkab Akan

Perusda Laniut, Dirut Dipertahankan

Suport Modal,
Regulasi dan
Usaha Baru

Geruduk Dinas, Eks Pegawai
Akan Dipekerjakan Kembali

NEGARA - Sekda lembrana
I Made Sudiada memenuhi
janjinya untuk menyelesaikan
problem yang tengah
membelit Perusahaan Daerah
(Perusda) Jembrana. Sesuai
perintah Bupati I Putu Artha,
Rabu kemarin (9/l), Sudiada
bersama Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan
'Ienaga Kerja (PMPTSP dan
Naker) Jembrana Ni Nengah
Wartini dan Direktur Perusda
Jembrana I GustiKade Kusuma
Wijaya serta pengawas,
mengadakan rapat membahas
mengenai Perusda lembrana,
terkait kebangkrutan dan
pemberhentian pegawai.
Ni Nengah Wartini

mencari terobosan untuk
keberlangsungan Perusda,"
terangnya.
Sementara itu, saat

bersamaan dengan rapat
yang dipimpin Sekda, mantan
pegawai Perusda lembrana
yang diberhentikan kemarin
juga menggeruduk Dinas

dikonfirmasi usai rapat
mengatakan, berdasarkan
hasil rapat, diputuskan bahwa
pegawai yang sudah nonjob-
kan akan dipekerjakan lagi
jika unit usaha perusda sudah
siap. Karena saat ini masih
proses mencari usaha lagi,
sehingga pegawai sementara
dirumahkan. "Intinya, mereka
belum di-PHK sebenarnyai'
ujarnya.
Inti dalam rapat kemarin,

Perusda Iembrana tetap akan
dipertahankan dan akan
diambil langkah-langkan
oleh pemerintah untuk men-
sup p o r t agar Perusda Iembrana
tetap jalan. Langkah yang akan
diambil antaranya, bantuan
sarana, modal, sehingga bisa
beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan
perusda tersebut, pemerintah
kabupaten fembrana akan
rnem-backup penuh usah-
usaha yang dilakukan. misalnya
membutuhkan regulasi, akan
dibuat regulasi secepatnya.
"Perusda ditekankan untuk

Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja fembrana. Sebanyak
tujuh orang yang datang
untuk mengadukan sejumlah
masalah yang mereka hadapi.

Tu j uh orang mantan
pegawai perusda tersebut
menyampaikan tiga tuntutan.

Eciisi
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Di antaranYa, meminta
kepastian status pegawai
setelah diberhentikan, kedua
meminta kePastian gaji Yang
tidak dibayar selama delaPan

bulan pada tahun 20lB dan
terakhir meminta Pemerintah
kabupaten Jembrana untuk
bertanggungjawab Pada

pegawai yang notabene adalah
aset Perusda Jembrana. " Kami
minta masalah ini segera
diselesaikan," kata Yunita
Prihatini, salah seorang
pegawai yang dinonjobkan.
Senada disamPaikan

Putu Gede Yuniarta.
Mewakili pegawai lain,
dia meminta Pemerintah
kabupaten Jembrana selaku
pemilik perusahaan untuk
bertanggungjawab. Serta
meminta keadilan mengenai
gaji yang belum dibaYarkan dan
pemberhentian sePihak Yang
telah dilakukan direkur. "Kami
sudah bekerja sePuluh tahun
lebih, justru diPerlakukan
seperti inii' terangnYa.
Dalam kesempatan itu,

semua Pegawai sePakat
untuk meminta Pemerintah
kabupaten Jembrana
melakukan audit. Bahkan'
secara tegas mereka
meminta Pemerintah untuk
memberhentikan Direktur
Perusda Jembt'ana karena
dinilai tidak bisa menjalankan

perusahaan. "Direktur harus
bertanggungjawab kalau
tidak mau memajukan
perusahaan, mundur saja.
Kinerjanya tidak becus, lebih
baik munduri' tegas mantan
pegawai yang lain.
Di samping itu, mantan

pegawai mencurigai ada
penyelewengan PendaPatan
Perusda Jembrana. MisalnYa,

untuk usaha sedot WC
yang sebelumnya selalu
tembus target RP lB juta
dalam sebulan, lambat laun
menurun. Bahkan beberaPa
bulan terakhir PendaPatan
yang masuk kePada keuangan
hanya Rp 900 ribu.

Kadis PMPTSP dan Naker
Jembrana Ni Nengah Wartini
dikonfirmasi membenarkan
pengaduan yang disamPaikan
mantan pegawai mengenai
Perusda Jembrana mengenai
status noniob dan menuntut gaji

lang belum dibaYar "Semua lang
disampaikan mereka (mantan

pegawai perusda), sudah kami
bahas di rapad' jelasnYa (bas&an)

Pegawai yang dinoniob-kan akan dipekerjakan lagi

unit usaha

Kusuma Wiiaya

akan diambil langkahiangkanoleh pemenntah untuk

men-su€qojagar P_erusda Jjlqgf teqUalgn 
-

Langkah yang akan diambil antaranya, banluan sara.

11modal, sehingga bislblloqgrall lei ___
Pemkab Jembrana akan mem-bac*up penuh usah-us-

aha yang dilakukan, misalnya membutuhkan regulasi,

qlallqual resulqs! lqcepqlnya:,

Karena saal ini masih prosss mencaf u$aha baru,

Pgggylj$9{g ra llru mglIgl_
Perusda Jembrana tetap akan diperlahankan dan

Meminta kepastian ga.ii yang tidak dibayar selama

9qlc!3u{{ peqajels:g]!_
Meminta Pemkab J€mbrana untuk bertanggungiawab

kepada pegawai yang notabene adalah aset Perusda

Jembrana.

Meminta kepastian sktus set€lah dlberhentikan

S:nggtr*k"bJgrlr*tm"l"k ka g

da Jembrarn Misalnya ur,tjk usdn seddW0 yarg sebd-

umnp sehlulenb.shrget Rp 18[ubdahmsebLfui, lambd

hun rnenurun. Bdtil<an beber4a h&n leald*r ps&@n

rygltssri[kepgqe.lqre-ti'1g&!00 tbr.

Meminta Pemkab memberhentikan Di rektur Perusda

Ec"lisi
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Kasus
Santunan
Kematian Fiktif

delapan orang jaksa. Beberapa

EcJisi
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Sl4kaq q11tuk 2 Tersangka Kompsi
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NEGARA - Penyidik Sa-
treskrim Polres Iembrana
melimpahkan tersangka dan
berkas serta barang bukti kasus
korupsi santunan kematian
kepada Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) Jembrana, Kamis kemarin
(24/l). Dua teisangka yang
dilimpahkan tetap menjalani
penahanan di rumah tahanan
(Rutan) Kelas IIB Negara.
Dua tersangka tersebut,

adalah kepala.kewilayahan
atau klian banjar dari Desa
Tukadaya Kecamatan Melaya.
Di antaranya dari Banjar
Sarikuning Tulungagung I
Dewa Ketut Artawan dan
Banjar Munduk Ranti Tukadaya
I Gede Astawa. Keduanya
ditetapkan tersangka kasus
korupsi karena terlibat dalam
pengajuan santunan kematian
fiktifke Dinas Sosial lembrana.
Kedua tersangka dijerat

Pasal 2 ayat I UU Nomor 31 ir,'Ll('-

tahun 1999, tentang tindak
pidana korupsi dan pasal 3
LJU pidana korupsi junto pasal
55 ryat I dan pasal 64 ayat
I KUHP, dengan ancaman

: Junat ,2{ JW"*i Lotg

hukuman paling singkat 4
tahun penjara. "Penahanan
melanjutkan penahanan
Polres (Iembrana)," kata
Kasipidsus Kejari fembrana

Ivan Praditya Putra.
Setel.ah menerima

pelimpahan tersebut,
pihaknya akan melimpahkan
pada pengadilan tindak pidana

korupsi (Tipikor) Denpasar,
unnrkmendapat jadwal sidang.
Tim jaksa penutut umum (JPU)

yang akan menjadi penutut
dua tersangka, sebanyak

r.
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diantaranya, jaksa yang
menjabatkepala seksi di Kejari
Jembrana. "Tim jaksa delapan
orang," imbuhnya.
Kasus korupsi santunan

kematian tersebut selain
menyeret kepala kewilayahan
atau klian banjar dan
salah seorang pNS, Indah
Suryaningsih. Indah sudah
divonis bersalah dan diganjar
dengan 4 tahun pidana penjara.
Hakim juga rnembebankan

- terdakwa dengan membayar
uang pengganti sebesar Rp
l7l juta, namun jaksa masih
banding karena denda tidak
sesuai dengan tuntutan jaksa
menuntut terdakrva membayar
uang pengganti sebesar Rp
239 juta.
Kasus korupsi ini juga

diduga melibatkan klian dan
perangkat desa lain. Karena
dari hasil penyelidikan,
terungkap aliran u.ang
santunin kematian fiktil
diantarnya kepada Kepala
Lingkungan Asih Gilimanuk
Tumari mendapatkan
Rp 18.600.000; Kepala
Lingkungan Asri Gilimanuk

Ni Luh Sridani Rp 29.000.000;
Kepala Lingkungan fineng
Agung Gilimanuk I Komang
Budiarta menerima uang Rp
,7.700.000;

. Kepala Kewilayahan Banjar
Sarikuning Tulungagung
I Dewa Ketut Artawan
menerima Rp 75.800.000;
Kepala Kewilayahan Banjar
Munduk Rani Tukadaya I
Gede Astawa menerima
uang Rp 32.000.000; kaur
pemerintahan Desa Baluk I
Gede Budhiarsa menerima
uang Rp 4.200.000. Selain
kepala kewilayahan dan kaur
tersebut, satu orang lagi juga
menerima uang sebesar Rp
400.000, bernama Saniyah
saat itu sebagai PKK.

Sejurnlah orangyang menerima
uang hasil korupsi santunan
kematiah fiktif tersebut sudah
mengembalikan uang sebelum
dilakukan penyelidikan oleh
polisi, sehingga bisa lolos dari
jeratan hulum. Sementara Indah
Suryaningsih, dua klian tidak
mengembalikan uang hingga
polisi melalarka4 penyelidikan.
(bas/han)
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PERIKSA: Wali Kota Denpasar lB Rai Dharmawiiaya Mantra
saat menghadiri acara pemeriksaan kesehatan untuk lansia di

Denpasar beberapa waktu lalu'
I

Santunan Lansia
Naikladi RpSOO Ribu

DENPASAR - Progam Pemkot Denpasar berupa san-

tunan bagi orang lanjut usia (Lansia) telantar pada tahun
2019 ini ditingkatkan nominalnya menjadi Rp500 ribu per

bulan. Pada tahun 20lB santunan tersebut hanya sebesar

Rp 200 ribu. Dengan demikian, naik Rp300 ribu per bulan'
Para lansia penerima santunan ini dapat mempergu-

rlakan uang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Tercatat
pada tahun 20lB yang mendapatkan santunan dari pe-

merintah sebanyak 316 orang dengan kriteria minimal
berumur 60 tahun dan lansia telantar.

"Tahun ini kebijakanWdi Kota Rai Mantra danWakilWali
Kota IGN faya Negara meningka&an penerimaan sanntniul
lansia yang telah mehganggarkan Rp500 ribu per bulanj' ujar

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Made Mertajaya yang
ditemui Kamis ( I 0/ I ) di Rumah Berdaya Denpas€u.

Dikatakan, peningkatan ini melihat dari kebutuhan hingga
membantu dalam segi kesehatan. Dinas Sosial mempri-
oritaskan bagi para lansia terlantar dan diharapkan dapat
membantu meningkatkan dari segi kesehatan dan kebutuhan
sehari-hari. "TalLrn ini kami telah mendata kembali lansia di
Kota Denpasar dengan jumlahpenerima 259 orang,' ujamya.

Ia menjelaskan, lansia yang mendapatkan santunan
telah tutup usia oto'matis santunan ini tidak dapat diter-
ima lagi dengan menyetorkan aka kematian serta akan
mendapatkan santunan kematian dengan besaran Rpl
juta. Santunan kematian ini tentu dengan jumlah yang
sama seperti masyarakat umum lainnyayang mewajibkan
menyetorkan akta kematian yang telah berlaku secara
daring (dalam jaringan/ online) dari desa/ kelurahan.

Di samping itu program lainnya dalam meningkatkan kese-
jahteraanlansia juga memfasilitasi kegiatan poryandu paripur-
na hingga memperingati hari lansia dengan berbagai kegiatan
produktif. Peningkatan kegiatan ini juga bersinergi dengan
instansi terkait Pemkot Denpasar. Hingga program bag para
lansiatelantar jugamelibatkanperansenaperusahaanmelalui

Coorporate Social Responsibility (CSR). (feb/yor)
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sedangkan yang lain mengundurkan diri.
Perusda Iembrana juga tidak

membayar gaji pegawai selama
delapan bulan tahun 2018 lalu, dengan
nilai total sebesar Rp 300 yuta lebih.
Akhirnya, setelah masalah ini mencuat,
pemerintah kabupaten Iembrana
me_mutuskan bahwa pegawai yang
sudah nonj ob-kan akan dipekerjakan
lagi jika unit usaha perusda sudah siap.
Karena saat ini masih proses mencari

bantuan sarana, modal, sehingga bisa
beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan perusda
tersebut, pemerintah kabupaten
Jembrana akan mem-backup penuh
usah-usaha yang dilakukan. Misalnya
membutuhkan regulasi, akan dibuat
regulasi secepatnya. "perusda
ditekankan untuk mencari terobosan
untuk keberlangsungan perusda,',
terangnya. (bas/han)

usaha lagi, sehingga
pegawai sementara
dirumahkan.

Perusda lembrana
tetap akan
dipertahankan
dan akan diambil
langkah-langkan
oleh pemerintah
untuk men-support
agar Perusda
Iembrana tetap jalan.
Langkah yang akan
diambil antaranya,

':t

Soal Penyertaan
Modal Tunggu
Persetujuan Dewan
NEGARA - Keputusan hasil rapat

pemerintah kabupaten Jembrana
dengan Perusahaan Daerah (perusda)
Iembrana, mengenai krisis dan keber-
langsungan perusda dinilai sudah akhir
dari masalah yang selama ini dialami
Perusda Iembrana. Karena itu, dihara-
pkan pengelolaan Perusda lembrana
semakin baik lagi.
Dengan hasil rapat yang telah

diputuskan, Perusda Iembrana
diharapkan membuka lembaran baru
dengan pengelolaan lebih baik. Karena
pemerintah kabupaten fembrana
selaku pemilik perusahaan sudah
menjamin akan keberlangsungan
Perusda. Salah satunya membuat
regulasi yang dibutuhkan dan
mendukung.unit usahanya. "perusda
sudah selesai (masalahnya)," kata
Sekretaris daerah (Sekda) Iembrana I

Made Sudiada, kemarin
Sekda memastikan semua tuntutan

pegawai, mulia dari kepastian status
nonjob sudah selesai. Karena pegawai
yang telah menerima surat nonjob,
nantinya akan dipekerjakan lagi di
Perusda Jembrana.

Namun, dit4nya mengenai penyertaan
modal untuk Perusda lembrana dari
pemerintah, Sekda menyebut dalam
keputusan rapat memang membahas
masalah penyertaan moda_I. Akan tetapi,
kepastian penyerahan penyertaan
modal belum bisa diputuskan karena
harus menunggu persetujuan dewan.
"Tidak bisa diputuskan sendiri, harus
ada persetujuan dewani' tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,

Perusda Iembrana bangkrut karena
tidak ada usaha yang bisa menghasilkan
pendapatan besar. Hanya ada usaha
percetakan dan sedot WC. Dengan
usaha tersebut tidak ada cukup untuk
membayar gaji pegawai, akhirnya
sebanyak l0 pegawai dinonjobkan

tl \&t wc^r' &ot1

Perusda Selesai
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, BadungDefisitAPBI)\r 
Rp T00Miliarlebih

Buntut Melesetnya
Target Pendapatan

MAI{GUPURA - Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APBD) Kabupaten Badung mengala-
mi defisit Rp 700 miliar. Penyebabnya, target
pendapatan Badung di tahun 2018 ini mele-
set. Dampaknya, banyakproyekyangmolordan
bahkan penturdaan dalam pembayaran. Selain itu,
bantuan hibah juga banyakyang tidak cair.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebut-
kan, targetpajakpadaAPBD induk20lB terpasang
Rp 4,9 triliun lebih. Kemurlian pada APBD Peru-
bahan dikoreksi menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Ada

-10 
jenis pajakyang ditarikBapenda Badung yaitu

pajak hotel, restauran! parkiS, hiburan, peneran-
gan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan
batuan, reklarne, PBB dan BPHTB. Dari l0 jenis
pajak tersebut seluruhnya tidak mencapai target.

Misalnya, pajak hotel yang ditargetkan sebesar
Rp 3,8 triJiun lebih, pajak restaurant yang di target
Rp 645,7 miliar, terealisasi Rp 594,2 miliar lebih,
selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp
75,7 miliar terealisasi Rp 70,9 miliar lebih. Pajak
reklame realisasinya palingkecil, yakni dari target
Rp 14 miliar, baru terealisasi Rp 2,3 miliar lebih.

Realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 3,8 tiliun
lebih. Sementara penerimaan sisa lebih peng-
gunaan anggilan di tahun 2017 sebesar Rp 676
miliar lebih. Dana Silpa ini juga unnrk memenuhi
kekurangan APBD 2018 tetapi masih tetap saja
mengalami defi sit. "Dari target Rp 4, 1 miliar, per 20

Desember lalu sudah tercapai Rp 3,8 miliar lebih,
" Kepala Badan Pendapatan / Pasedahan ASUnE

Kabupaten Badung I Made Sutama belum lama ini.
Dalihnya, kondisi pariwisata Bali yang men-

galami banyak gangguan. Terutama pemulihan
pasca erupsi Gunung Agung yang memicu
turunnya jumlah kunjungan wisatawan man-
canegara ke Bali pada awal tahun 2018. Selain
itu, adanya gangguan keamanan seperti isu
bom oleh kelompok terorisme, bencana gempa
bumi di lombbk dan isu penyebaran penyakit
rabies danJapanese encephalit sturut mempen-
garuhi kunjungan wisatawan ke Bali, isu mafia
Tiongkok dan lainnya. Para peserta IMF-Bank
Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu tak
dikenakan pajakhotel. "Penurunan jumlah kun-
jungan wisatawan berdampak langsung pada
penurunan penerimaan.realisasi pajak daerah,
"terang Birokrat asal Desa Pecatu tersebut.

Sementa-ra Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Badung, Kerut Gede Suyasa,
mengakui pendapatan meleset. Karena dari tar-
get pendapatan sudah termasuk pajak dan dana
transfer totalnya mencapai Rp 7,5 triliun lebih.
"Hanya terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar
Rp 5,2 triliun atau hanya mencapai 69, 74 persen,
" ungkapnya dikonfirmasi terpisah, fumat (11/1).

Kontan pendapatan tidak terpenuhi berpen-
garuh terhadap APBD Badung. Bahkan untuk
tahun 2018 ini, APBD Badung mengalami
defisit anggaran ratusan miliar rupiah. "Per 31
Desember 2018 (defisit) sekitar Rp 700 miliar,"
jelas Gede Suyasa. (dwi/rid)

Edisi ; Snbtu, tr- Jtrnuon &tg

Hal. i 11
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Mengintip Website OPD di Pemkab Eadung yang Maslh Lrlgarap Asal-asalan ,. /

Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

Pemerintah Kabupaten (Pem-'
kab) Badung telah melaunch-
ing Badung Command Center
(BCC) belum lama ini. BCC ini

sebagai pusat komando dan
juga data center dari seluruh
organisasi perangkat daerah

(OPD) se-Badung. SayangnYa,

masih banyak website OPD
yang digarap asal-asalan.

BELUM TERISI: Nama-nama anggota Komisi
DPBD Badung sama sekali belumterisi alias
kosong di website sekretariat DPRD Badung
hingga kemarin.

Kesehatan Badung belum berisi jumlah
PuskesmaS di Badung, nama kePala
Puskesmas, berapa ada dokter dan
perawat, dan lain sebagainya. Begitu
juga website Sekretariat DPRD Badung
juga sama.Nama-nama anggota Komisi
dari I sampai IV juga sama sekali tidak
terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

WEBSITE Pemkab Badung itu
beralamat di www.badungkab' go.id'
Di dalam website ini, sedikitnya ada72
subdomain dari organisasi perangkat
daerah di Pemkab Badung. Dari
kecamatan, kantor, dinas dan badan.
Dari pantauan Koran ini, ternyata
rnasih banyak data yang dibutuhkan
tapi belum tersedia, sehingga perlu
diupdate ulang.

Sebagai contoh saja, website di Dinas

periode ini sudah memasuki masa
bhakti empat tahun, bahkan sebentar
lagi Pemilu. Seeara umum, konten di
masing-masing OPD ini kurang update,
baik berita atau informasi lainnya, juga
miskin konten.

Kepala Dinas Kominfo Badung Badung
I Wayan Weda Dharmaja tak menamPik
kondisi ini. Untukitu pihaknya meminta
agar semua perangkat daerah daPat
mengisi data sesuai dengan tupoksinya
dalam konten yang tersedia. "Sehingga
masyarakat luas dapat mengakses
data yang diperlukan seperti jumlah
penduduk di Badung, tempat wisata
dan sebagainya," terangnya.

Bila data-data ini sudah terkumpul,
maka pihaknya memastikan seluruh
data terintegrasi semua. Masyarakat
pun dapat dengan mudah
mengakdes. "Tujuan awal memang
seperti itu bagaimana supaya
seluruh data dapat terintegrasi.
Mengenai hal ini sehetulnya telah

kita bahas dalam rapat konsolidasi
beberapa waktu lalu. Bapak Wakil
Bupati juga hadir langsung waktu
itu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa
Badung juga telah membangun Badung
Command Center (BCC) sebagai pusat
terintegrasinya semua data dari OPD
di Kabupaten Badung. BCC ini juga
merupakan pusat akses data serta pusat
penyediaan informasi yang mudah
dijangkau, akurat, efektif, real-time,
timely based terkait program Smart City
di Kabupaten Badung. "Visi dari Smart
City Kabupaten Badung ini didasari
oleh pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi(TlK), yang tujuannya
untuk meningkatkan kinerj a pelayanan
publik, kinerja birokrasi pemerintah
dan efisiensi kebijakan publik, dengan
tetap mempertahankan seni budaYa
Baliyang berdasarkan Tri Hita Karanai'
terang Weda Dharmaja, fumat (lIl1).
(made dwija p.utra/yor)
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mencapai Rp 900 juta hingga
Rp I miliar lebih.
Mengenai anggaran men-

capai Rp 250 juta, pihaknya
belum tahu pasti. "Tentunya
nanti akan dirapatkan dalam
forum untuk dicari tipe mobil
yang harganya di bawah itu,
pastinya Xpander itu ada ti-
penyai' jelasnya.
Pengadaan mobil opera-

sional untuk seluruh desa
di Kabupaten Gianyar ini
memang menjadi kebijakan
Bupati Mahayastra. Harapan-
ya agar setiap desa memiliki
kendaraan operasional untuk
mendukung Gianyar sebagai
Kota LayakAnak dan Desa Sia-
ga. "Nanti proses pengadaan
barang menggunakan e-kata-
log, lewat Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintahan. Itu .dianggar-
kan di masing masing desai'
terangnya.

Selanjutnya mobil ini akan
menjadi aset desa, dengan
memakai plat merah. Dan plat
nomor polisi itu akan ditentu-
kan berdasarkan SK Bupati.

"SK sudah dibuatkan no kode
401 Kf, misal404 KT itu pasti
mobil operasional desa di
Gianyar yang punya, jadi biar
langsung menjadi aset desai'
imbuhnya.

Subayasa menegaskan, bah-
wa mobil Xpander itu nan-
tinya bukan kendaraan bagi
perbekel. Melainkan untuk
mendukung operasional di
desa. Sehingga memudahkan
untuk mobilitas setiap kegia-
tan di desa. "Nanti mobil itu
bisa dimanfaatkan masyarakat,
misal untuk mendak Pedan-
da, karena selama ini di desa
misalnya mengantar peserta
lomba itu pasti pakai mobil
pribadi, makanya disiapkan
mobil inii' pungkasnya.

Sementara itu, ketua forum
perbekel dan lurah se-kabu-
paten Gianyar, Gusti Ngurah
Susila, yang juga perbekel
Bona, belum bisa menangga-
pi mengenai mobil Xpander
itu. Pesan whatsapp, pesan
singkat hingga sambungan
telepon koran ini belum di-
tanggapi. (dralrid)

Edlsi

Hal.

Anggaran Dari Hasil Bagi Pajak
r DUMDUilAII...

Sambungan dari hal 1

'Anggarannya itu dari mas-
ing-masing desa. Mobil itu nanti
untuk operasional di desa,"
ujamya, |umat kemarin ( I I / I ).
Untuk anggarannya, nanti

masing-masing desa yang
menanggung. Anggaran di-
peroleh dari Bagi Hasil Pajak
(BAP) Kabupaten Gianyar.
Total dana BAP untuk seluruh
desa di Kabupaten Gianyar
pada 2019 ini, meningkat sig-
nifikan dari tahun sebelumnya.
"Tahun 20rB bagi hasil pajak
itu Rp 53 miliar. Menjadi Rp
72 miliar lebih. ladi jumlah
itu naik sekitar Rp 19 miliari'
jelasnya.

Kata dia, seluruh BAP yang
mencapai Rp 72 miliar lebih
telah dibagi ke masing-masing
desa di Kabupaten Gianyar.
Sesuai dengan perhitungan,
berdasarkan kebutuhan, letak
geografis, jumlah penduduk
miskin, maka setiap desa me-
nerima BAP dalam jumlah
berbeda. Namun angkanya

-
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Dumdu AN
Xpander
Perbekel
Se-Gianyar

Sudah Dipesan, Nilainya
Ratusan Iuta per Unit
G^{Wen -Sebanyak 64 perbekel dan lurah di Kabupat_

en Gianyar sebentar lagi akan r"""auput.rr-Jl rurisubishi
Xpander Exceed A/T wama hiau-. rurb"f J r"iu."ut r*u,,mobil itu sudah dipesan oleh Forum p"rUlt'uirJ-ruU,r_

f:::_G..':ly"r kepada 
lT lymel Raa;u auaJi. setiup

oesa yang memesan mobil ini sudah harus menyiapkan
anggaran masing_masing Rp 250 juta.

Sekda Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijayadidampingi Kabid Bina pemerintaha., O"ru Wuy*
Gede Subayasa mengakui ror.r.r, p".U"t"ialn r,rruf,memesan Xpander. Mobil itu narrlinya akan menjadioperasional bagi desa setempat sr

) Baca Dumduman... Hat l1

ORDER:

Surat
permintaan

mobil
Mitsubishi
Expander
dari ketua
Forum
Perbekel/
[urah
seluruh
Gianyar
kepada
perusahaan
mobil.

Vm

Edisi
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BelumJelas
NEGARA - Rencana

pembangunan pabrik limbah
medis di desa Pulukan, Pekutatan,

masihbelum jelas. Sebab, hingga
kini belum ada kesepakatan
antara investor ydng akan
mendirikan pabrik limbah medis
dengan masyarakat untuk sewa

tanah wakaf uhtuk lokasi pabrik.
Sebelumnya pihak investor

memang melirik tanah wakaf
milik warga Muslim itu untuk
lokasi pabrik. Tanah wakafyang
rencananya akan disewa investor
ini berada di pinggir sungai
dengan kondisi bertebing,
serta jalan yang belum
bagus. Informasinya tidak
semua masyarakat muslim di
Pulukan setuju dengan rencana
penyewaan tanah wakaf ini jika
digunakan sebagai pabrikuntuk
mengolah limbah berbahaya
sepertilimbah medis.

Sampai saat ini pembicaan
lanjutan sewa-menyewa tanah
wakaf iru belum ada, sehingga
kapan pabrik dibangun juga
belum jelas. "Untuk penyewaan
tanah wakaf itu masih belum
ada pembicaraan final dengan
investoryangakanmembangun,
pabrik itui' ujar Ketua Nadzir
Wakaf Pulukan Suryanto,
Rabu lalu (9/l): Menurutnya,
untuk mencari lokasi pabrik,
investor datang ke kantor desa
menyampaikan maksudnya
yang akhimya mendatangi tiga
lokasi lahan termasuk tanah
wakaf. "selain tanah wakaf
ada dua lokasi lahan yang juga

dilihat investor. Lahan wakaf
kami di lokasi itu sekitar lima

hektare dan rencananya akan
disewa sekitar tiga puluh arei'
ungkapnya. Karena tanah wakaf
milik semua masyarakat muslim
di Desa Pulukan, maka dalam
pengambilan keputusan juga
harus melibatkan masyarakat,
termasuk lembaga Yang
mengurusi wakaf di kabupaten.

Sementara Sunardi, salah
seorang takmir masjid Desa
Pulukan yang juga sebagai
Kepala Dusun Pulukan
mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih Panjang
karena harus melewati beberaPa
proses sebelum pengambilan
keputusan. Perbekel Pulukan I
Wayan Armawa menambahkan,
rencana pendirian pabrik
pengolahan limbah medis
itu masih sebatas wacana
dari investor dan belum ada
kepakatan final. (nom/han)

TUNGGU PROSES: TANAh WAKAI di
Desa Pulukan, Pekutatan yang akan
jadi lokasi pabrik limbah medis.

Edlsi

Hal.
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Pabrik Limbah Medis Pulukan
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Badun
MANGUPURA - Pemerrintah Kabu-

paten (Pemkab) Badung menyisakan
sejumlah proyek tertunda alias mol-
or. Ada proyek molor karena ulah
rekanan yang terlamtrat dan juga
ada proyek pembayaran nya tertunda
alias ngutang. Pemkab Badung dik-
abarkan menunggak sekitar Rp 300
miliar dari 24 proyek:fisik. Kontan
pembayaran tunggakan proyek ini
harus dilunasi di tahun 2019.

Kepala Dinas PekerjaanUmum dan
Penataan Ruang (PUPR'I Badung, Ida.

Bagus Surya Suamba nrengakui ada
puluhan proyekyang belum dibayar-
kan oleh Pemkab Badung. Kontan
ini menjadi wanprestasi Pemkab
Badung karena tidak rnenunaikan
kewajiban kepada rekanan. "Kalau

gNgut

kan kompensasi atau perpanjangan
pengerjaan proyek. Pihak rekanan
juga
kab

kabarbaikdari Pem-

Terpisah, Daerah(Sekda)
Badung, Adi Arnawa

Sekda asal Pecatu, Kuta Selatan ini.
Ia menegaskan kembali akan segera

melunasi semud sisa tunggakan proyek
selama setahun anggaran. Pemkab
Badung juga akan memberikan bunga
atas tunggakan yang belum terbayar-
kan kepada rekanan . "Ini menjadi
prioritas kami, kalau tidak ada hal
yang urg$nt tentunya pernbayaran
akan difokuskan kesini (tunggakan
proyek). Sesuai aturan kami berikan
bunga kalau tidak salah 12 persen per
tahuri pungkasnya. (dwii rid)

Edisi : pfiq,2Jqnwi -totq- I
Haf. i 7 -*-

iProyekRp 300Miliar\
{ekitar Rp 300 miliar,dari akan segera melunasi tunggakantidak

total
Riveq,

lahan
Suamba

Kata
jaan

i' jelas Strrya maumengertikondisikami,danten-
Selasa (Bll), tunya kami akan segera membayar

perfuer- sisa yang belum terbayarkani' ujar

i. Seperti proyek $ing yang belum dibayarkan. "Karni ber-
Blahkiuh, pematarigan terimakagih, karena pihak rekanan

konfir
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pusat. "Saat ini Disdik

ar un

Tabanan bisa fas
n Dana lokasi

tah pusat sebesa Rp 4,F
untukut diperuntuka

siswa dan
ah.

Pendidikan
nyak bangunan
danperlumend

anggaran i daer-
permohoan ke

, 
'IABANAN - Dinas pendidr

i:?i :1:3l. mendaparkan
Khusus (DAK) dari iemerl
mrtrar lebih. Dana DAK terr
perrbaikan ruang kelas, jan
otrku pada perpusrakaan se

, li*.11t:u,"tah Dasar (sD)
l, \Vayan_sukanitrd m engakui
aasar(SD) di Tabanan yang ru.
penanganan. Nah karena
ah, Pemkab Tabanan rne

Dl\K sebesar Rp 4,5 miliar leh
Rp 500 juta 

_dibanding tahun
Rp 4 miliari,ujar Suk"anitra ke

trAK tersebut akan dizunaka r
( kclas), perbaikan toil-it-
tal aan- sekolah dan juga
di SD I Dajan peken,
Tabanan akan dilakuk
nrirngan. kelas dengan tingki
oerat. DAK yang dibutuhkin
- 

Sr:mentara t t 
-SD 

akan dila
ban) siswa yang mengalami
dengan ungguin oa?np r
satu sekolah dilakukan oen
I ttajan peken anggaran se
unr:uk pengadaan buku ko
ad.r:.20 SD yang mendapatk,
miliar. "secara keseluruhan

r telah mendapat I
DAKtersebutnaik
lB laluyanghanya
rarin (B/l).

sakan sedang da
a lebih. Kemudi

perbaikanruangan

buku
ruang baru

. Total sebanyik SD di
TSDditakukin

kerusakan sedang
Rp2,7 lebih.

(jam-
r belat

perbaikan

ngunan gedung
ar Rp 645 iura lel

ada
SD

Dan
perpustakaan

dengan anggara Rpl 
i

pusat lebihdiperuntukan untuk kebutuhan fisikl'ermasuk SD yang
apa waktu lalu,"

Edisi
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Kerja (PMPTSP dan Naker)

dapat gaji. Nafnun, pegawai
masih bisa "be{erja" ke kanror
perusda untuk fapat memba-
has masalah {erusda, serta
program ke depan. "Memang
ada nobjob itu pada pegawaii'
terang Kadis PMpTSp dan
Naker fembrar[a Ni Nengah
Wartini, usai kldrifikasi.

Dalam anuan ketenagakerjaan,
memang tidak a{a istilah nonjob
un* pegawai perusahaan yang
sudah tidak ada {rsaha dan tidak
memberikan mbreka gaji. Na-
mun, keputusan ponjob tersebut
sudah disetujui dleh pengawas.
"Hasil klarifikasi masih perlu kaji
dului'ujarWartini.
Di samping i[u, pihaknya

masih menung$u hasil pem-
bahasan dari dewan pengawas
dan pemilik perusahaan, da-
lam hal ini pemerintah kabu-
paten fembrana. "Kami juga
menunggu dari pengawas dan

Iembrana, akhirnya turun un-
tuk mendalami masalah pem-
berhentian pegawai perusda
Iembrana, pada Senin kemari4
(7/1). Dinas mengklarifikasi
keputusan Direktur Perusda
Iembrana yang memutuska4
memberhentikan pegarvainyaf
Hasil klarifikasi, Direktu{

Perusda ]embrana mem benarl
kan memberhentikan pegawai{
Artinya, pegawai sudah tida(
ada pekerjaan lagi dan tidak

DIKLARIFIKASI DINAS: Direktur Perusda Jembrana lGusti Kade Kusu'

;; wt"t" dan Kadis, PMPTSP dan Naker Jembrana Ni Nengah Wartili

(foto kanan), kemarin. 
i

pemegang saham menyele- dikeluarkan bukan Rembe{;

iaikan masalah Perusda inii' hentian' Dijelaskan' pegaw4i

pungkasnya. Itu berarti, nasib untuk se{nentara tidak dibeJi

biru"t Perusda kini berada di pekerjad$ karena memang tl-

tangan Bupati Jembrana. - dak ada {rsaha 
lagi di perusa-

Se"mentara itu, Direkur Perus- haan' "P*edaan saja tidak ada'

dalembranalGustiKadeKusu- Apalagiuang untuk menggaji

maWijaya kembali menegaskan mereka' D aipadaterus ngantor'

bahwa surat nonjob yang telah tapinggak ada pekerjaan' kami

ll

menunggu
dan

saham

ini."

Ni Nenlah Wartini
Kodis PMPTSP don Noker

Pemkob Jembrono

putuskan nopjob. Mereka juga

sudah setujiri' tegas Kusuma
Wijaya usai klarifikasi di Dinas,

kemarin.
Keputusaq tersebut bisa di-

cabut, jika dilakukan Pemang-
gilan pegapvai Yang sudah
dinoniobkan. Pemanggilan
dilakukan jika ada Pekerjaan
yang sesuailkebutuhan Pega-
wai yang m$mang berkomPe-
ten. "Saya bebaskan mereka

Edisi : 9qhgq, d J..ra'i e-oto

Hal. i ,

Nasib Dirut Perusdil di Ta4gan $upati

Usai Diklarifikasi
Dinas, Akan
Dipanggil Dewa

NEGARA - Kisruh di tub
Perusahaan Daerah (Perus
Iembrana, berlanjut. Din
Penanaman Modal, Pelayanar
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

I *--u
i1H .'ilr1,11,r., r,., I
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untuk bekerja di luar, Sedangkan Wakil Ketua
DPRD Iembrana I Wayan
Wardana yang sebelumnya
mendesak Direktur Perusda
untuk mundur, lkemarin tidak
bisa dikonfirmdsi. Saat koran
ini mendatangi gedung DPRD
Iembrana, Wardana tidak ada
di ruangan. Lahn saat coba di-
hubungi via pofisel, Wardana
tidak mengangkat telepon dari
wartawan koran ini, meski ada
nada sambung. 

'

Seperti diberitakan sebel-
umnya, Perusda Iembrana
memberhentikan semua
pegawainya karena tidak ada
uang untuk membayar gaji
mereka. Perusda Iembrana
juga menunggak gaji pegawai
selama delapan bulan dengan
nilai Rp 300 juta lebih. Pegawai
yang diberhentikan tersebut
dibebastugaskan tanpa gaji
dan pesangon. (bas/han)

menunggu unit-unit
perusda yang akan dibangun
ujarnya.
Kemudian, pegawai

akan dipanggil untuk b
lagi di perusda diminta
membawa ide usaha
sekiranya bisa dikerjakan
Perusda Iembrana. "Ini
an upaya yang kami la
untuk membuka usaha
ungkapnya.

Mengenai desakan
yang meminta Direktur
rusda mundur karena
gagal mengelola perusda,
suma menvatakan,
tersebut adalah motivasi

. tuk memperbaiki
Kusuma Wijaya sendiri
mengaku sudah
dipartggil DPRD
Namun soal waktu pe
gilan belum ditentukan.

Edlsi :

Hal. :
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Sebagian PNS yang Terierat Korupsi
Tak Terima Diberhentikan

/ULAPITRA, TRIBItil B/ILI' TtrJuh
PNS di Pemkab Karangasem diberhen-
tikaan secara tak hormat. Mereka dl-
berhentikan karena terlibat kasus tin-
dak pidana korupsi. Surat keputusaan
pemberhentlan dari kementerian turun
akhir Bulan Desember 2018 lalu.

Kepala Badan Kepegawaian & Pe-
ngembangan Sumber Daya Manusla
(BKPSDM) Karangasem, I Gusti Gede
Rinceg menJelaskan, tuJuh PNS yang
diberhentikan tersebut, empat orang
bertugas dl Disdikpora, dua di Disper-
lndag, dan s€orang di Dinas Lingkungan
Htdup.

'Tujuh PNS yang dlberhentikan su-
dah inkrah, berkekuatan hukum tetap.
Mereka dlberhenttkan akhlr 2018. Seu-
rat keputusan (SK) pemberhentlan su-
dah diserahkan ke yang bersangkutan.
Sebagan PNS terima, adaJuga tak me-

nerima keputusan ini," kata Gusti Gede
Rinceg, Izramis (10/ l).

Ia mengatakan, pemberhentian be-
berapa PNS berpedoman pada SK ber-
sama antara Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara, Menteri Dalam
Negera, dan Badan Kepegawaian Nega-
ra (BKN).

Keputusan ini tertuang pada no-
mor 182/6597 lSl, Nomor 15 Tahun
2018, serta I53/KEP/2018 tentang
penegakan hukum ke PNS yang diJa-
tuhi hukuman berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum te-
tap karena lakukan tindak kejahatan
jabatan.

Sebelum menyerahkan SK pember-
hentian ke PNS yalrg bersangkutan,
Bupati dan Sekda, sempat melakukan
konsultasi ke BKN. Hasilnya pemkab di-
mlnta segera menindaklanjuti keputus-

kan tujuh PNS ini Udak dapat dana pen . i
siun," imbuh Rinceg. 

11

Sementara itu. di Pemkab Bangli. i
empat PNS juga diberhentikan secara lt
tidak hormat. Pemberhentian ini me- ij

rupakan tindak lanjut dari Surat Ke- jil

putusan Bersama (SKB) tiga menter I
tentang penegakan hukum terhadap t'

an dari tiga kementrian dan memproses
PNS bersangkutan. "Karena diberhenti-

PNS yang melakukan tindak pidana
keJahatan jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BKD-PSDM) Bangli, Ni Putu Ko-
esalireni menjelaskan, pemberhentian
ini menyangkut PNS yang melakukan
tipikor. "Berdasarkan daftar nama dari
BKN, ada empat PNS aldif yang diber-
hentikan dengan tidak hormat karena
kasus korupsi," katanya. (fuI/ner)
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r 24 Proyek di

lahan sekolah, ring iuer di
Puspern dan lain sebagainya.
"ltu yang,saya ingat. Ada be-
berapa proyek lagi," ucapnya

Penyebabnya molornya
beragam. Mulai dari ken-
dala-kendala yang ditimbul-
kan di lapangan, seperti ada
perubahan dan penambah-
an pekerjaan dan termasuk
pendanaan.'Yang diberikan
perpanjangan itu, karena ada
beberapa yang pengerjaanya
kami tunda. Seperti misalnya
ada pertemuan IMF, kan me-
mang tidak di?inkan beke{a.

Seperti di Pasar Blahkiuh
ada kendala di lapangan dan
penambahan bangunan, se-
perti pembuatan padmasa-

Menqmtnya, pihak rekan-
an akan terus melakukan
penyelesain proyek. Sehing-
ga proyek tersebut selesai.
Disinggung mengenai kapan
pembafaran proyek yang
tertunda, pihaknya belum
mengetahui secara pasti. Ia
menyarakan untuk mena-
nyakah ke Sekretaris Dae-
rah (Setda) Badung. 'Kalau
pembayarannya kapan, coba
langsung tanya ke Bapak
Setda." sarannya.

Ditemui di ruang ke{anYa,
Sekrettaris Daerah (Sekda)

Badung, Wayan Adi Arna-
wa berjanji segera melunasi
tunggakan yang belum di-
bayarkan.'Kami berterima-
kasih, karena pihak rekanan
mau mengerti kondisi kami,
dan tentunya kami akan se-

gera membayar sisa yang be-

lum terbayarkan," ungkaP-
nya. Tunggakan pembayaran
karena adanya Penyesuaian
PAD Badung. (gius)

Pemkab
Menunggak

Rp 300 M

MANGT'PURA TRIBT'N BALI -
Sebanyak 24 proyek di Badmg
molor pengerjaannYa lantaran'
tidak dibayar tepat Pada wak-
tunya. Keterlambatan Pr:m-
bayaran membuat ProYek di-
berikan perpanjangan waktu
unhrk dikerjakan. Pemkab Ba-

dung menunggak PembaYiran
padarekanan RP 300 milirr.

Informasi Yang dihimPun
di Pemkab Badung menye-
butkan. selain keterlambat-
an pembayaran Yang meng-
akibatkan molornYa ProYek,
keterlambatan juga ada dari
rekanan sendiri, sehingga
beberapa pelaksana ProYek
dikenakan denda. Ada 24
proyek yang Proses PenYele-
saiannya mudur dari target.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Iluang
(PUPR) Badung, Ida l3a$us
Surya Suamba tidak menam-
pik puluhan ProYek rmolor.

Namun ia mengatakan ada
beberapa ProYek dari junilah
tersebut di antaranYa tidak
langsung didenda, melainkan
pengampunan atau PerPan-
jangan Proses PenYelesaian

_ tanpa dituntut-denda.
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r runggakan BpJs {nselrata{ Capai hp i
SEMARAPURA, TRTBUN gari Bply sejfi ramis_ (S/r) .iti. uo"r bisa betanja obat,,,BAII_ _ Jumlah tunggak- 

lringeg delapanlnrri to. O.p"rr. teiutrnyu.
an BPJS Kesehatah kepada Ia pun berharail tungeakan itu I

RSUD Klungkung mencapai ::g.o.d"ryt albayJfan sete- Rp r M H'ang Ttap B'lanRp 12 miliar. Hal ini tidak lah-auditsetesai airammn. f.u'r penerapan sisrem ru-hanya mempengaruhi pemba- 'Nanti kan {rasil auditnya ju4an berjenjang online BpJSyaran jasa pelayanan (iaspel) bagaimana. 
"d+"h bisa se- kelehatan y"n"g oit"ks".,a-

kepada tenaga medis dan para gera dicairkan fari pusat atau x.f trr* oktober 20lg lalu,
medis. Jika tunggakan rg g 6agaimana," 

".fcr."lw". 
--- 

i$.r6"rc""gLung kehitangan

1::#-1s,1',0.*:j-11:..lTSg: , ]"lg1kliJii mcnyebab- g.l,a"p"t"" sekitar Rp I mi-

r runggakan BpJs {nsehata{ capai hF ia H$$liar
SEMARAPURA' TRIBUN 9T BPry sej4t< Kamis- (s/t) wqtir tidak bisa betanja obat,"BAII_,_ Jumlah tunggak- hingggdelapanlnrri to. O.p"rr. t.i"t"y".
an BPJS Kesehatah kepada IapGberharaf tunggakanitu
RSUD Klungkung mencapai segera.dapat alu"y"?[rr, ".lL- ] np r u Hilang Ttap B'lan
lt_.1,:llr:r. _Hal,ini 

tidak rah-auditsetesaiailammn. f.u'r penerapan sisrem ru-

*Tlii??:j"t;,1y-ly:j*,:: I11,l4lu ns{o x;r"'igt'"g il;d;;j;;:;;.ffi ;:;-
IjYS_T:tg*le_tl1ll,ll_.-" tidak dapat rfrembayarkai ,,.r^p"n rujukan be{enjang.
Delanla oDar-obatan untuk ke- jasa pelaydnari kepada para pendapatan rata_rata RSUb
**:3.0*.t?I^THLL., 

--, ^ paugas,meai.t{ug 
;n"r"" uo- 'rileil;;"ililils"i';

-T:15u9TY-(Dirut)RSUD 
vember kami ti{al lisa nayar- il;il;il.

f::*:g,^*^lil#ryll u**#-""4il#:Hffi_ "tlfi.l":H;gian 
lesar pa_

rna menjelaskan, berdasarkan tara jasa pelayanan terhadap siep atau sekilar g2 persen
hitung3n p-rhak RSUD, jumlah pasrem eF.rs,-uaak bisa karru 

"o{rJ peserta BpJS. "Sete_
tunglalan dari BPJS Kesehatan bayarkan selarpa dua bulan lahi ruiukan be4en;ang, pen-
hingga bulan November sekitar yakni November dan lesem- da4atan turun menjadi rata-
Rp 12 miliar. ber," ungkap Kesuma. . ,"ff Rp 4 miliar per bulan."verifikasi kan baru hingga Tidak hanya itu, jika bulan uitf"g'lagi Rp t *itiu, p.i
P-ll]ai 

oktoler sehingga dia- Januari ini iunggakan itu ti- burhnj'ungtap Kesuma.
kui utang sekitat Rp 6 miliar. dak dibayarkan"m* rumah qsuo rt""gkung banyak
Tapi k4au tunggakan hingga sakit khawatir tidak dapat be- menerima kel;hanqda;i ;;-Novemberhitungankamiseki- lanja obat-obatan untuk me- sien, terkait sistem ruiukan
tar Rp 6 miliar," ungkap Kesu- menuhi kebutuhan pelayan- berJenjang berbasis online
ma' Ivnnggu (6/l)' an. "obat-obatan sementara yanf niuri efektif diterapkari
- Ia mengatakan' pihak BPJS sebenamya masih aman. Tapi -otetiep.rs 

Kesehatan p.i ot-
belum membayarkan tunggak- jika Januari tunggakan itu tober 20lg lalu. pasien me.
kan itu karena masih ada audit tidak dibayarkan, kami kha_ nilai, sistem ini menyulitkan

I
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mereka karena saat mendaPat
rujukan dari faslitas kesehat-
an (faskes) pertama, mereka
tidak bisa langsung ke RSUD
Klungkung (tipe B), melainkan
ke rumah sakit tipe C.

Pasien dalam kasus tertentu
yang tidak bisa ditangani di ru-
mah sakit Upe C di Klungkung,
harus dirujuk di rumah sakit
tipe C di kabuPaten lain. Mes-

kipun seharusnYa Pasien terse-

but dapat ditangani di RSUD
Klunglung. (mit)

,,,rr'itli,lr'.

rur

O Tunggakan BPJS

RSUD masih menunggu

pencairan setelah

dilakukannya audit oleh

BPKP

Jika tak kunjung dibayar

kan, dikhawatrikan pihak

RSUD kesulitan belanja

obat-obatan

Pendapatan RSUD

Klungkung di tahun

tahun 2018:

RP 64 MILIAR

dap RSUD Klungkung

hingga November 201

RP 12 MILIAR

G

a Target pendaPalan
RSUD Klungkung

enjangEvaluasi Rujukan Be
numpukan oeserta di satu rumah sakit.

Atas itu, Bupati Suwirta peru-

lang kali ke BPJS Kesehatan Qabang
Klungkung. n bupati asal Cenifgan,
Desa , Kecamatan Nusa feni-
da itu sempat
Joko Widodo,

langsung ke frgsiden
Komisi lX DPR Rl, menteri

Kesehatan, di rektu r BPJS. Suratltertang-
gal 19 2018 itu pada intiny{ memin-

KEPALA BPJS Kesehatan Cabang Bali Timur'
Endang Triana Simanjuntak menjelaskan' ru-

jukan online ini sudah berdasarkan Permen-

kes Nomor 01 Tahun 2012 tentang sistem
rujukan berjenjang BPJS Kesehatan. Tuju-

an sistem ini untuk memastikan setiap rujuk-
an yang keluar sesuai dengan kebutuhan dan

rencana medis yang ingin ditatalaksanakan
kepada peserta.

Setiap rumah sakit melayani sesuai dengan

kompetensi dari rumah sakit itu. Sistem inijuga
diatur untuk membagi dan mendistribusikan pe
layanan kesehatan. Sehingga tidakterjadi pe

ta supaya
sampai seka
jenjang," ujar
man Kesuma

berjenjang dieval$asi. "TaPi

masih berlaku rujtlkan ber-
RSUD Klungkunqi, dr I NYo-

(mlt) 
|

I

di tahun 20'1 8:

RP 65 MILIAR
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GedeYunian{
lVlinta Pernkab
Audit Perusda

ffi Keb*mgkrwtam s*rugffffi# lw*njafu#y* $.ffi ffis#mwmfi
.l

ffi 
'Gffiji 

$efrmms ffietapeffi ffi$Xmm Jugd ffie$w*m $ihmyar
NEGARA, TRIBUN BALI -
Sebanyak l0 pegawai yang
bekerja di Perusahaan Da-
erah (Perusda) Kabupaten
Jembrana diberhentikan.
Keputusan ini pun diang-
gap sepihak. Puncaknya,
mereka menggeruduk Di-
nas Penanaman Modal. Pe-
layanan Terpadu Satu Pin-
tu dan Tenaga Ke4'a Jemb-
rana, Rabu (9/l).

Pantauan Tribtn BalL tu-
juh mantan pegawai datang
untuk mengadukan masa-
lah ini. Meraka menyampai-
kan tuntutannya ihwal ke-
jelasan status. "Kedatangan "

kami adalah meminta supa-
ya masalah ini segera dise-
lesaikan," ucap satu mantan
pegawai Perusda Jembrana,
Yunita Prihatini.

Selain kepastian status,
tuntutan kqdua soal gaji
yang belum 8il"y"t selama
delapan bulan pada 2018
lalu. Kemudian tuntutan
terakhir adalah tanggung
Pemkab Jembrana atas ke-
putusan itu karena pegawai
adalah aset dari Perusda.

Mantan pegawai Perusda
lainnya, Putu Gede Yuniar-
ta menjelaskan, Pemerin-
tah Kabupaten Jembrana
selaku pemilik perusahaan
diminta bertanggungawab
atas dinonjobkannya 10
pegawai. "Rata-rata l0 ta-
hun lebih kami beke{a. Ke-
napa diperlakukan seperti
ini, kami minta kejelasan
dan pertanggun$awaban, "

pintanya.
Yuniarta berharap pem-

baik mundur, karena tidak Kebangkrutan dan pem- pada keuangan hanya Rp
becus beke{a," sahut pega- berhentian ini, berdasar 900 ribu. (an$

til

,,ri;ffii,,,,,
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SAMPAIKAN PROTES - Pegawai perusda yang diberhentikan menggeruduk Dinas
Penanaman Modal Jembranf, Rabu (9/1). Mereka rnenuntut pembayaran Qaji dan'kejelasan status.

kab dtminta untuk mefh- wai lairxrya *.L*pufr. keteJairlan para pegawar
kukan audit terhadap Pe- Perusda Jemprana berada disinyalir ada 'permainan'kukan audit terhadap Pe- Perusda Jemprana berada disinyalir ada 'permainan'
rusda Jembrana. Bahkan di bawah Dina$ Penanaman yang dilakukan oleh perus-
pemerintah didesak untqk Modal. Pelayarhan Tgrladu da Jembrana. Misalnya k
memberhentikan Direkttrr Satu Pintu dan]Tenaga KeUa usaha sedot WC yang sebe-
Perusda Jembrana karena Jembrana. Seplrluh pegawai lumnya selalu tembus target
dinilai Udak bisa menJalan- tersebut dinonjobkan sejak Rp 18 juta dalam sebulan.
kan perusahaan. ''Kalau'ti- 22 Desember p018. Alasan lambat laun menurun. Bah-
dak mau memajukan peru- pemberhentia{r karena Pe- kanbeberapabulanterakhir
sahaan mundur saja. kbih rusda bangkrurt. pendapatan yang masuk ke-
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